BAB IV
PENUTUP
A. Simpulan
Dari hasil penelitian tentang Analisis Yuridis Pembuktian Terhadap
Alat Bukti Elektronik Dalam Proses Peradilan Tata Usaha Negara
Berdasarkan (Studi Putusan Nomor 140/G/TF/2020/PTUN.JKT, dapat
disimpulkan:
1. Kedudukan alat bukti elektronik terhadap pembuktian dalam sistem
hukum peradilan Tata Usaha Negara?

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik

Pasal 5 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
(UU ITE) mengatur mengenai kedudukan informasi dan dokumen
elektronik sebagai alat bukti hukum. Ayat (1) menyatakan bahwa
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik serta hasil
cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Selanjutnya, ayat (2)
menegaskan bahwa keberadaan informasi dan dokumen elektronik
tersebut merupakan perluasan dari alat bukti yang sah menurut hukum
acara yang berlaku di Indonesia. Ayat (3) menyatakan bahwa
informasi atau dokumen elektronik dapat dinyatakan sah apabila
menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan ketentuan dalam
Undang-Undang ini. Namun, ayat (4) menegaskan bahwa ketentuan

tersebut tidak berlaku apabila diatur lain dalam undang-undang lain.
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b. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik
Persidangan secara elektronik diatur untuk mendukung proses
peradilan yang efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi.
Pasal 1 Angka 7 dan 10 mendefinisikan persidangan elektronik dan
dokumen elektronik sebagai bagian dari Sistem Informasi Pengadilan.
Pasal 9 Ayat 2 mewajibkan pengajuan gugatan disertai bukti berupa
dokumen elektronik. Pasal 22 Ayat 1 dan 2 mengatur bahwa semua
dokumen dalam proses persidangan, termasuk gugatan dan jawaban,
harus disampaikan secara elektronik sesuai jadwal sidang, dan disertai
bukti surat dalam bentuk dokumen elektronik.

2. Penerapan alat bukti elektronik dalam penyelesaian perkara pada Putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 140/G/TF/2020/ PTUN.JKT
tentang Kewajiban Penggunaan Aplikasi Kesehatan?

Dalam Putusan Nomor 140/G/TF/2020/PTUN.JKT, hakim menilai
alat bukti elektronik berdasarkan dua aspek utama, yaitu aspek keabsahan
formil dan aspek kekuatan pembuktian materiil. Keabsahan formil
berkaitan dengan asal-usul bukti, apakah berasal dari sistem elektronik
yang sah, serta apakah dokumen tersebut dapat diverifikasi keasliannya
melalui tanda tangan elektronik, metadata, atau melalui otentikasi resmi.
Di sisi lain, aspek materiil menuntut bahwa bukti tersebut harus memiliki
relevansi dengan pokok perkara dan dapat membuktikan dalil yang

diajukan oleh pihak yang mengajukannya.
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Hakim dalam perkara ini menunjukkan sikap selektif terhadap alat
bukti elektronik. Dokumen digital atau hasil cetak dari media elektronik
yang diajukan sebagai alat bukti harus mampu menunjukkan integritas
(tidak dimodifikasi), keaslian (authenticity), serta keterkaitan langsung
dengan unsur-unsur perkara. Oleh karena itu, alat bukti elektronik idealnya
harus disertai dengan dukungan teknis berupa hasil digital forensik, audit
trail, atau pernyataan dari ahli yang menunjukkan bahwa dokumen
tersebut sahih dan tidak mengalami perubahan.

Pertimbangan hakim juga mencerminkan penerapan prinsip kehati-
hatian (due diligence) dalam menerima dan menilai bukti elektronik.
Meskipun secara formil dapat diterima, tanpa adanya dukungan forensik
digital atau konfirmasi keaslian, alat bukti elektronik dapat memiliki
kekuatan pembuktian yang lemah. Hal ini menunjukkan bahwa peradilan
tata usaha negara belum memiliki standar yang baku dan menyeluruh
mengenai penilaian alat bukti elektronik, sehingga masih sangat
bergantung pada interpretasi subjektif hakim.

B. Saran
1. Agar diperlukan pelatihan khusus bagi hakim dan aparatur pengadilan tata
usaha negara mengenai bukti digital, termasuk pemahaman teknis tentang
autentikasi data, keamanan sistem elektronik, serta keterampilan menilai
keandalan alat bukti elektronik di persidangan. Penguatan infrastruktur
teknologi informasi di lingkungan peradilan, termasuk sistem manajemen

perkara elektronik (e-Court), juga sangat penting agar pengelolaan dan
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pemeriksaan bukti elektronik dapat dilakukan dengan aman, akurat, dan
efisien.

. Agar masyarakat atau para pihak yang bersengketa perlu diberikan
sosialisasi mengenai pentingnya kelengkapan teknis bukti elektronik. Hal
ini termasuk pemahaman bahwa bukti digital bukan hanya hasil cetakan,
tetapi harus dilengkapi dengan unsur teknis yang membuktikan
keasliannya.

. Agar pemerintah yang mana pengadilan seharusnya mulai membangun
kerja sama dengan institusi atau tenaga ahli di bidang digital forensik
untuk membantu menganalisis alat bukti elektronik secara obyektif dan
profesional, sehingga putusan dapat didasarkan pada bukti yang
terverifikasi secara teknis. Perlu dilakukan revisi atau penambahan dalam
hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang secara eksplisit
mengatur tata cara pengajuan, verifikasi, dan penilaian alat bukti
elektronik. Hal ini penting agar hakim memiliki pedoman yang jelas dalam
menangani bukti digital, sehingga tidak terjadi perbedaan interpretasi yang

dapat mengganggu kepastian hukum.
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